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. LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
! NOMOR 21 TAHUN 2004 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkanny
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200
dan untuk mewujudkan Organisasi Perangke
Daerah yang profesional, efektif dan efisie
perlu mengatur kembali Struktur Organisas
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kot:

Salatiga ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf &
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 195
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kot:
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timui
Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

Mengingat



- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-_
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat |l Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat |l Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952) ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

10.

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan  Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Nomor 70) ;
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA :

st it

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA

SALATIGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.

2. Walikota adalah Walikota Salatiga. e

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat
Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Salatiga.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam menyelenggarakan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.



7. Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan, Kantor dan
Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.

BAB Il

PEMBENTUKAN

h
=0

/['\‘4. i
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kota Salatiga, yang terdiri dari :

Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) ;

Badan Pengawas Daerah (BAWASDA);

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;

Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah ;
Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
Kantor Informasi dan Komunikasi ;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

S@m~eapop

BAB IlI

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ris LEMBAGA TEKNIS DAERAH

e : Pasal 3
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu,

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 °
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu
yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas
Daerah.

-

Pasal 5 258

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 'Pa.séi;?zi
Peraturan Daerah ini Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi: . .~
a. perumisan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 4

Pasal 6 T
Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan
Daerah ini dapat berbentuk Badan, Kantor dan atau Rumah Sakit Daerah.

' <)

Pasal 7

(1) Penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Badan, Sekretariat, Bidang,
Kantor dan Seksi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah akan
diatur lebih lanjut dengan Kepujusan Walikota ;

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Pertama

Badan Perencanaan Daerah

Pasal 8

Badan Perencanaan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang

_ perencanaan Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang
‘berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan

= Kewenangan dibidang Perencanaan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sébagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai
fungsi :

a. penyusunanhlzebijakan teknis dibidang Perencanaan Daerah ;
b.

peiaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Perencanaan
Daerah ;

c. peiaksanaan urusan Tata Usaha Badan Perencanaan Daerah ;
d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.



Bagian Kedua
‘Badan Pengawas Daerah

Pasal 10

Badan Pengawas Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang
pengawasan Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala ' yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 11

1) Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10

Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan dibidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad'a:
ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi : -

a.

b.

C.

penyusunan kebijakan teknis  di bidang  pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan - p
pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan 2 :
pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan Pengawas Daerah :
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.



Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang
kepegawaian Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan di bidang kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
" ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Administrasi
- Kepegawaian ;
b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Administrasi
{epegawaian ;
c. pengelolaan urusan Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.



Bagian Keempat
Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah
Pasal 14

Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daergh
merupakan unsur pelaksana di bidang penanaman modal dan
pengembangan usaha daerah Pemerintah Kota dipimpin oleh’ eeorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Waukota
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha .Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bldang
penanaman modai dan pengembangan usaha daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) Pasal ini, Badan Penanaman Modal dan Pengembangan
Usaha Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan
pengembangan usaha daerah ;

b. pelaksanaan dan pembinaan tekms dlbldang penanaman 'modal
dan pengembangan usaha daerah ;

c. pengelolaan urusan Tata Usaha penanaman modal dan
pengembangan usaha daerah ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota" sesuai
dengan fungsinya.

10



Bagian Kelima
Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pasal 16

. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah

“'merupakan unsur pelaksana di bidang Pengolahan Data Elektronik,

_'Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang

Ff“}{(epala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah. .

Pasal 17

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah

ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang

pengolahan data elektronik, perpustakaan dan arsip daerah.

;(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

" pada ayat (1) Pasal ini Kantor Pengolahan Data Elektronik,

Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data
Elektronik, Kepustakaan dan Kearsipan;

b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengolahan Data
Elektronik, Kepustakaan dan Kearsipan;,

c. pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor Pengolahan Data
ElektrSnik, Perpustakaan dan Arsip Daerah ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.

11



B
Kantor Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana di 'bid,_arggq

Bagian Keenam
Kantor Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

&

informasi dan komunikasi Pemerintah-Kota dipimpin oleh seorang }Kéﬁpé@n
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalyiy,
Sekretaris Daerah. G dald

(1)

(2)

12

Pasal 19

Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud.i,padai

Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan dibidang informasi dan komunikasi...

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diméksud

pada ayat (1) Pasal ini Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai

fungsi : o0y 4

a. penyusunan . kebijakan teknis di bidang Informasi . dan
Komunikasi ;

b. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Informasi dan
Komunikasi ;

c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis ; "

d. peiaksanaan wurusan Tata Usaha Kantor Informasi dan
Komunikasi ; '

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya. 1

2]



Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 20

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur
pelaksana di bidang pembinadn kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 21

(1) Kantor Kesatuan ~Bangsa dan Perlindungan  Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini
mernpunyai tugas pokok membantu Walikota dalarn
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

' a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat ;

b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat ;

Cc. pengelolaan urusan Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat :

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya.
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Bagian Kedelapan
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 22

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana
dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

(1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan dibidang Kependudukan dan Catatan
Sipil. :

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
mempunyai fungsi: i

a.

b.

Gt

14

penyusunan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil ; St
pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Kependudu
Catatan Sipil ; 1
nengelolaan urusan Tata Usaha Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil ; A
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsinya. e

Ean’dan



BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama

Badan Perencanaan Daerah

Fep) o B )

e Pasal 24

(1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :
a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang
1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana
' 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
' d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi
1. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi
e. Bidang Perencanaan dan Analisa Anggaran
i. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Belanja OPM
. 2. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa BAU
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan :

arc



(3)

(4)
(3)

(6)

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai

bidang tugasnya;

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ; g

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bldang sesupl
bidang  tugasnya;

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagarmana
tercantum dalam Lampiran |, merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini. ;

Bagian Kedua e b
Badan Pengawas Daerah : i 'B)

Pasal 25

(1) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :

16

a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan
c. Bidang Pemerintahan dan Kekayaan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerintahan
2. Sub Bidang Kekayaan
d. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. Sub Bidang Ekonomi -y
2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ST



gbsics I
et e, Bidang Keuangan, terdiri dari -
1. Sub Bidang Pendapatan Daerah
‘2. Sub Bidang Belanja Daerah
f. Kelompok Jabatan Fungsional

42} Bagian Tata Usaha Badan Pengawas Daerzh dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

08" Badan ; S 2

i(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya ;

(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan :

(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai
bidang tugasnya ;

(6) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il, merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal ‘26
(1) Struidur f)rganiéasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
S: EES;E Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan



c. Bidang Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai
2. Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai age
d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : dpeat
1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pegawai, Pengangkatan,
Formasi dan Jabatan B
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
e. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kepangkatan
2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensuun
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dan dibawah dan bertanggurg jawab
kepada Kepzla Badan ;

(3) Setiap Sub Bagian dlplmpln oleh seorang Kepala yang berada dan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai
bidang tugasnya ;

(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ; g

(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang zesuai
bidang tugasnya ; (L)

(6) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran lll, merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini. . {5

Bagian Keempat

Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah



Pasal 27

(1) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan
Usaha Daerah terdiri dari :
“-a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan
c. Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama
2. Sub Bidang Pengkajian dan Informasi
d. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Mcdal :
2 1. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal
2. 5Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal
e. Bidang Pengembangan Usaha Daerah, terdiri dari :
~ 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah
2. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Daerah
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha Penanaman Modal dan Pengembangan
' Usaha [aerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan
- .dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan
- dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian sesuai

bidang tugasnya ;

(4) Masing-masing Bidang dlplmpln oleh seorang Kepata yang berada di

bawah dan bertanggung jawab. kepada Kepala Badan ;

(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh ‘seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sésuali
bidang tugasnya ;



(6) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan
Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V,
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima (1)

Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daefah -
Pasal 28

(1) Struktur  Organisasi  Kantor Pengolahan Data  Elekfronik,
Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari

Kepala

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pengolahan Data Elektronik

Seksi Kearsipan N

Seksi Perpustakaan R

Unit Pelaksana Teknis ’

g. Kelompok Jabatan Fungsional

mPap0oTwN

(2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor ;

(3) Struktur Orga_sjisasi- 'Kantor Pengolahan Data  Elektronik,
Perpustakaan dan’Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
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Bagian Keenam
Kantor Informasi dan Komunikasi

Pasal 29

(1) Struktur Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

(2)

)

-0 a0 o

Kepala
“Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Humas :

Seksi Penerbitan dan Pameran
Seksi Penerangan

Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor ;

Struktur Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Kesatuan Bangsa’ dan’_éeflind,ungan Masyarakat

21



(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 30

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dari- Perlindungan
Masyarakat terdiri dari : = ,
Kepala

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Hubungan Antar Lembaga SRS LY
Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan- Masalah
Aktual Ertion
Kelompok Jabatan Fungsional BEg

ol e
(<)

Poo oW

™h

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang -Kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kentor ;

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan
bagian tak terpisahikan dari Peraturan Daerah ini.

BagiaAn Kedelapan

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 5 i N
%+ . Pasal 31

Struktur Organisén?s,ai Kéntdr'Kependudukan dan Catatan Sipil >térdirﬁ)
dari :

W e e



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pelayanan Capil

Seksi Administrasi Kependudukan
Seksi Dokumen dan Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional

~P Q0T

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh

-~ -sebrang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian tak

" “terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pemerintahan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan ; :

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dJimaksud pada ayat (1)
pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsionai
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya ;

Setiap. kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;

23



(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja ; e "SOA
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai: dengan
perundang-undangan yang berlaku. : 2

BAB V
KETENTUAN PENUTUP s
Pasal 33

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, sebagaimana
tercantum dalam lampiran IX, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini. e o

>

Pasal 34 6

; Nt

Dergan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi’

Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi,

xecuali ketentuan yang mengatur tentang Badan Pengelolaan Rumah
Sakit Umum Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 35 ' b

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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ﬂC
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004

WALIKOTA SALATIGA,

1
Cap. ttd

£ H. TOTOK MINTARTO
Diuhdangkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

C;ép. : ttd

P

IS

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI D
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA : !
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SALATIGA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya
mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang:- : lebih
mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi maka Lembaga
Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang
karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan. Dinas
Daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Crganisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Salatiga perlu diadakan perubahan dengan
mendasari pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, karateristik, potensi dan kemampuan Daerah, kemampuan
keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya ‘aparatur serta
pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak
ketiga. s

AR ey .
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Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan
peran fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagai penetapan kebijakan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan untuk penunjang
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar dapat berjalan secara
optimal perlu dilakukan penataan Struktur Organisasi pada Lembaga
Teknis Daerah dengan mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 23
Cukup jelas

Pasal 24
Perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah ( BAPPEDA ) menjadi Badan Perencanaan Daerah

- ( BAPEDA ) yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai perencana

ni7~ pembangunan tetapi juga sebagai perencana secara umum.

B0

-
ck

er!
BLS - i
., » Bidang Pendapatan Daerah diubah menjadi Bidang Keuangan

N

r‘. ~7

ney
- -Cukup jelas

ot

“ e

en

-Pasal 25
“Penyesuaian Nomenklatur
e Badan Pemeriksa Internal Daerah (BPPID) menjadi Badan

Pengawas Daerah (BAWASDA)

Pasal 26

27



Pasal 27 -

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mengurangi
ketergantungan dari Pusat maka untuk lebih memberdayakan /
mengoptimalkan potensi maupun aset-aset Daerah yang selama ini
belum dikelola secara optimal perlu lembaga yang secara intens
menangani kegiatan tersebut dengan berbentuk Badan

Pasal 28 5 oty ]
Penyesuaian Nomenklatur '

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Karena keberadaan lembaga Catatan Sipil berlaku secara
Internasional maka pembentukannya disesuaikan dengan ketentuan
yang ada, dan mengakomodir fungsi kependudukan menjadi
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 32 sampai dengan 35
Cukup jelas



KEPALA

B

Lamptran | : Peraturan Daerah Kota Salatiga
: 9 Tahun 2004
Tanggal  : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAERAH

BAGIAN TATA
USAHA

Nt B l

RELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

l—]—'_l

SUB BAG SUR BAG UMUM DAN

KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN RENCANA KIGIATAN

—

BIDANG PERMUKIMAN,
PRASARANA DAN
TATA RUANG

BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
SOSIAL EKONCMI

CRARTRSE S

SUB BIDANG
PERMUKIMAN DAN
PRASARANA

SUB BIDANG
PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG
TATA RUANG DAN

LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN
EKONOMI

BIDANG
PERENCANAAN DAN
ANALISA ANGGARAN

SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN
ANALISA BLJ. OPM

SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN
ANALISA BAU

WALIKOTA SALATIGA
Cap TTD

H TOTOK MINTARTO
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: Lampiran Il : Peraturan Dacrah Kota Salatiga
Nomor : 9 Tzhun 2004
Tanggal : 10 Agustus 2004
Bl T T kol s

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH

KEPALA
| BAGIAN TATA
J USAHA
KELOMPOK SUB BAG SUB BAG UMUM,
JABATAN FUNGSIONAL KEUANGAN DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN
[ W |
B!DANG BIDANG BIDANG
PEMERINTAHAN DAN " EKONOMIDAN KEUANGAN
KEKAYAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT -
|
SRINRGANIST 2 =
SUB BIDANG SUB BIDANG :&%T:’;;’f“;
RIN N KONOMI NDAPA
PEMERINTAHA! EKONO! st
SUB BIDANG y = l SUB BIDANG
|| KEKAYAAN By b 51 | BELANJA DAERAN
KAKYAT
WALINOT A SALATIGA.
Ca TTD

N
~

i H. TOTOK \MINTARTO
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Lampiran lll : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 9 Tahun 2004
Tangga! : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA
J BAGIAN TATA
l USAHA
KELOMPOK SUB BAG | SUBBAG UMM
JABATAN FUNGSIONAL KFUANGAN DAN PENVUSUNAN
KEPEGAWAIAN RENCANAN KI'G
[ 1
BIDANG BIDANG
BIDANG
ADMINISTRASI PENGEMBANGAN MUTASI PEGAWAI
KEPEGAWAIAN PEGAWAI : B; =
T
SUB BIDANG
: ANALISIS KEBUTUHAN
SUB BIDANG PEGAWAL, SUB BIDANG
PEMBINAAN PEGAWAI PENGANGKATAN. KEPANGKATAN
FORMASI DAN JABATAN
SRR = | SUB BIDANG
SUR BIDANG SUB BIDANG PEMINDAHAN,
PENGOLAUAN PENDIDIKAN DAN T PEMBERHENTIAN AN
DATA PEGAWAI PELATIHAN PENSIUN
WALIKOTA SALATIG
Cap TG
T : 7 b
o H TOTOK MINTAR T

~ oA



Lampiran IV :  Peraturan Dacrah Kota Saintiga
Nomor :9 Tahun 2004

.
Tanggal : 10 Agustus 2004
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH
KEPALA
r ] BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK —
JABATAN = I 1
FUNGSIONAL SUB BAG SUB BAG UMUN
KEUANGAN DAN DAN PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN RENCANA KLG
[ 1
BIDANG -~ BIORUGRISE BIDANG 7
PROMOSI DAN BANGAK DAY, PENGEMBANGAN
INFORMASI PM USAHA DAERAH
TR L
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENANAMAN USAHA DAERAH
MODAL
SUP BIDANG SUB BIDANG
PENGKAJIAN DAX PLNGENDALIAN SUB BIDANG
L INTORMASI s PLNANAMAN PEMBERDAY AAN
- MODAL USAHA DAFRAH
WALIKOTA SALATIGA.
2 Cap TTD
3 H TOTOK MINTARTL:
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oAb x Lomipitail V. hwputisall Walihota Satati
Nomor : 9 Tahun 2004
Tanggal : 10 Agustus 200-

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KEPALA
onr s L SUB BAGIAN
bt KELOMPOK TATA USAHA
JABATAN
FUNGSIONAL

[ I l

SEKSI et i

S o~ SEKSI SEKS!
PENGOLAHAN DATA P ERPUSTAK :
ELERTRONIK KEARSIPAN PERPUSTAKAAN

WALIKOTA SALATIGA

urr Cap 11D

I TOTOK MINTARTO
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STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEPALA

[

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

[

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SERSI
HUMAS

SERSI
PENERBITAN DAN
PAMERAN

Lrr

]

SEKSI
PENERANGAN

: 9 Tahun 2004

WALIKOTA SALATIGA.

Cap TID

H TOTOK MINTARTO



Lampiran VIl : Peraturan Dacrah Kota Salatiga

Nomor : 9 Takun 2004
Tanggal : 10 Agustus 2004
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KEPALA
] SUB BAGIAN
[ TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

[ ]

e SEKSI KSILINMAS &
e b b HUBUNGAN ANTAR ANGGULANGAN
KESATUAN BANGSA ARin M ASAEAT A TUAT
WALIKOTA SALATRA.
I Cap TTD

H TOTOK MINTARTO
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Lamplran Wll : Peraturan Daerah Kota Salatiga
* Noumor :'9 Tahun 2004
Tanggnl : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISAS!
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN siriL

KEPALA

|

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSH
DOKUMEN DAN
INFORMASI

SEKSI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

—_—

SERSI
PELAYANAN CAPHL

o ——e

WALIKOTA SALATIGA,
Cap 1113
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Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Salatiga

: 9 Tahun 2004

Nomor

Tanggal : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA

Rn/bagan. sotk.2004

WALIKOTA
e DPRD
WAKIL WALIKOTA 'y
¢ 1A
STAF
AHLI
_ SEKDA
.......... - : > < :
« F < ................................. ...................................................... v H 4
. _ _ il
B ASISTEN ASISTEN ASISTEN SEKWAN
DINAS BADAN TAPRA EKBANG DAN ADMINISTRASI —»  STAF
. 3 BAGIAN - Gocian) || (3Bag) =) S,
( ) (3 BAGIAN)
KANTOR [
=
UPTD UPT xmnﬂxﬂ\w.;z UPT
WALIKOTA SALATIGA,
» _ V ............
v Cap TTD
KELURAHAN
(22) H. TOTOK MINTARTO
L




